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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3  TAHUN 2024

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

a.  bahwa    untuk    meningkatkan    tertib,    efisiensi,     dan
efektivitas  administrasi   penyelenggaraan   pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas;

b.  bahwa  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  63  Tahun
2010    tentang    Tata    Naskah    Dinas    di    Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten   Kubu   Raya  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  33
Tahun  2016,  sudah tidak sesuai  dengan  perkembangan
dan   peraturan   perundang-undangan    sehingga   perlu
diganti;

c.  bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dart huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;

1.   Pasal  18 ayat (6)  Undang~Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang     Nomor     35     Tahun     2007     tentang
Pembentukan     Kabupaten     Kubu     Raya    di    Provinsi
Kalimantan  Barat  (I,embaran  Negara  Republik Indonesia t
Tahun  2007  Nomor   101,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4751) ;

3.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara.    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)   sebagaimana
telah   diubah   beberapa  kali   terakhir  dengan   Undang-
Undang    Nomor   6    Tahun    2023    tentang    Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor
2   Tahun   2022   tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2023  Nomor  41,  Talnbahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6856) ;



4.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   1  Tahun  2023
tentang  Tata  Naskah  Dinas  di  Lingkungan  Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :       PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BABI
KETENTUAN LTMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.    Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-1uasnya
dalam    sistem    dan    prinsip    Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945.

3.    Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahari
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

4.    Bupati ada`lah Bupati Kubu Ra.va.
5.    Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6.    Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
7.    Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Ra.ya.
8.    Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan daerah.

9.    Peraturan   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Perda   adalah   peraturan
perundang-undangan  yang   dibentuk   oleh   DPRD   dengan   persetujuan
bersama Bupati.
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di wilayah kelja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan  kewenangan  pemerintahan  darn  Bupati  untuk  menangani
sebagian  urusan  otonomi  Daerah  dan  menyelenggarakan  tugas  umum
pemerintahan.

11.  Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentangjenis, susunan dan bentuk,
pembuatan,  pengamanan,  pejabat  penandatanganan,  dan  pengendalian
yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

12.  Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yarig   dibual   dan/atau   di'keluarkan   oleh   peja.Oat   yalig   berwenang   di
lingkungan Pemerintah Daerah.

13.  Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi
elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi,  atau  terkait  dengan  informasi
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
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BAB  11
JENIS,  SUSUNAN  DAN  BENTUK NASKAH  DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  huruf a terdiri
atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dip.as penugasan.

Pasal 4

Naska.h  Dinas  pengaturan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf a
terdiri alas:
a. Perda;
b. Peraturan Bupati; dan
c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri     t
atas:
a. Keputusan Bupati;
b.  Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)    Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
terdiri atas:
a. surat perintah;
b. surat tugas; dan
c. surat peljalanan dinas.



(2)    Surat  perintah   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  berisi
perintah  dari  atasan  kepada  bawahan  untuk  melaksanakan  pekerjaan
tertentu di luar tugas dan fungsi.

(3)    Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berisi tugas dari
atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekeljaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4)    Susunan dan bentuk surat peljalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf c  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  dibidang  pengelolaan
keuangan daerah.

Bagian Ketiga
r`Taskah Dinas Korespondensi

Pasal 8

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf b,
tel.dil-i alas:
a. korespondensi internal; dan
b. korespondensi eksternal.

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi intemal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a, terdiri atas:
a. nota dinas;
b. memo; dan
c. disposisi.

Pasal  10

(1)   Nota  Dinas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf a  merupakan
sarana  komunikasi  kedinasan  antar  pejabat  atau  dari  atasan  kepada
bawahari.   atau   dari   bawahar.t.   kepada   afasari.   di   liri.gkungan   irT.temal
Perangkat Daerah.

(2)   Memo  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  b  berisi  informasi
kedinasan  yang  bersifat  mengingatkan  suatu  masalah,  menyampaikan
arahan,  peringatan,   a.tau  pendapat  yang  dibuat  oleh  atasan  kepada
bawahaiimva.

(3)   Disposisi  -sebagalmana  dimaksud  dalam   Pasal  9   huruf  c   merupakan
petunjuk tertulis singkat dari atasan  kepada bawahan  mengenai tindak
lanjut/ tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal  1 1

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal  12

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri
alas:
a.    instruksi;



b.    surat edaran;
c.    surat kuasa;
d.    berita acara;
e.    surat keterangan;
f.     surat pengantar;
9.    pengumuman;
h.    lapol.an;
i.     telaahan staf;
j.     notula;
k.    surat undangan;
I.     surat pemyataan melaksanakan tugas;
iri.  surat panggiian;
n.    surat izin;
o.    rekomendasi;
p.    radiogram;
q.    surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
r.     scrtifikat;
s.    piagam; dan
t.     surat perjanjian.

Pasal  13

(1)    Instruksi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    12    huruf   a   berisi
perintah/ arahan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2)    Surat  edaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12  huruf  b  berisi
pemberitahuan,  penjelasan,  dan/atau  petunjuk cara melaksanakan  hal
tertentu yang dianggap pending dan mendesak.

(3)    Surat  kuasa  sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   12   huruf  c  berisi
pemberian   kuasa   kepada   pihak   lain   dengan   ata.s   namanya   untuk
melakukan  suatu  tindakan  tertentu  dalam  rangka  kedinasan  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)    Berita  acara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12   huruf  d   berisi
pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang
ditandatangani oleh para pihak.

(5)    Surat keterangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12  huruf e berisi
penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.

(6)    Surat  pengantar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf f berisi  *
informasi yang digunakan untuk menyampaikan ba.rang atau naskah.

(7)    Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12  huruf  g  berisi
pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.

(8)    Laporan    sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal    12    huruf   h    berisi
pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.

(9)    Telaahan  staf  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12  huruf  i  berisi
analisis pertimbangan,  pendapat,  dan  saran  secara sistematis terhadap
sesuatu  permasalahan  yang  perlu  penjelasan  dari  bawahan  kepada
atasan.

( 10)  Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1`2 hurul-j merupakan catatan
yang berisi proses sidang atau rapat.

(11)  Surat  undangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf k  berisi
undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal  Pemerintah
Daerah, maupun pihak ekstemal yang tertera pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan.



( 12)  Surat  pernyataan  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  12  huruf I  berisi  pernyataan  dari  pejabat yang berwenang bahwa
seorarig pegawai telah melaksanakan tugas.

(13)  Surat panggilan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf in  berisi
pemanggilan   dari   pejabat   yang   berwenang   kepada   pegawai   untuk
menghadap.

(14)  Surat   izin   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasai   12   huruf   n   berisi
persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15)  Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12 huruf o berisi
penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.

(16)  Berita  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12  huruf  p  berisi
penerbitan  resmi Pemerintah  Daerah untuk mengundangkan  Peraturan
Bupati dan Peraturan DPRD.

( 17)  Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf q merupakan
naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang
tenlang  sesuatu  hal  yang  untuk  dapat  dijadikari  b`ariari  pertimbarigan
kedinasan.

(18)  Radiogram  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf r  merupakan
pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat
yang   berwenang   berisi   informasi   hal   tertentu   yang   dikirim   melalui
telekomu riikasi elektronik.

(19)  Surat  tanda  tamat  pendidikan  dan  pelatihan  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  12  huruf s  merupakan  naskah  dinas  sebagai  tanda bukti
berisi   keterangan   seseorang   telah   lulus/mengikuti   pendidikan   dan
pelatihan tertentu.

(20)  Sertifikat  sebagaimana  dimalfsud  dalam  Pasal  12  huruf t  merupakan
naskah  dinas  sebagai  berisi  keterangan  tanda  bukti  seseorang  telah
mengikuti  program/kegiatan  tertentu,  antara  lain  penataran,  kursus,
orientasi, bimbingan teknis,  u/orfeshap, seminar, dan yang sejenis.

(21)  Piagam  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12  huruf  u  merupakan
ri.askah  dir.`.as  berisi  keterangan  pert.ghargaan  afas  prestasi  yang  telah
dicapai atau  keteladanan yang telah  diwujudkan  oleh  perorangan  atau
instansi/ lembaga dari pejabat berwenang.

Pasal  14

(1)    Surat  perjanjian  sebagalmana dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf v  berisi
kesepakatan  bersama  tentang objek yang  mengikat  antar  kedua  belah
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum
yang disepakati bersama.

(2)    Susunan dan bentuk surat perianjian sebagaimana dimaksud pada a.vat
( 1 ) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ill
PEMBUATAN  NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
mum

Pasal  15

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.



Pasal  16

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  15  huruf a  dicetak  menggunakan  kertas  dan  dibubuhi  tanda
tangan basah.

Pasal  17

Pembuatan   Naskah   Dinas  dengan   media  rekam   elektronik   sebagalmana
dimaksud  dalam  Pasal   15  huruf  b  menggunakan  aplikasi  umum  bidang
kearsipan dinamis.

Pasal  18

Pembuatan   Naskah   Dinas  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal   15  berisi
unsur:
a.   kop;
b.  penomoran;
c.   penggunaan kertas;
d.  penggunaan tinta;
e.  jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
f.   penentuan batas atau ruang tepi;
9.   nomor halaman;
h.  tembusan;
i.    Iampiran;
j.   paraf, tanda tangan, dan stempel;
k.  amplop dan map; dan
1.    Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua
KOp

Pasal  19

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 20

(1)  Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19
huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.

(2)  Kop  Naskah  Dinas jabatan  Kepala  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  dapat  digunakan  oleh  penjabat,  penjabat  sementara,  pelaksana
tugas, dan pelaksana harian Bupati.

Pasal 2 1

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19•nuruf b  digunakan  untu-K  Naskah  Dinas  yang  ditandatangani  oleh  pejabat
berwenang selain Bupati.



Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 22

Penomoran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  huruf  b  diatur  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Kertas

Pasal 23

Penggunaan  kertas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   18  huruf  c  yang
digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah
Dinas  korespondensi  dan  Naskah  Dinas  khusus  merupakan  kertas  jenis
HoufLinj  Schnjrpap{er (HVS),  ukuran  A4  dengan  gramatur  paling  sedikit  70
(tujuh puluh) gram/m2.

Pasal 25

Dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24, jenis,
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harus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta

Pasal 26

(1)    Wama    tinta   yang   digunakan    dalam    penyusunan    Naskah    Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d sebagai berikut:
a.  tinta yang diguriakan urituk pengetikan berwarna hitam;
b.  tinta yang  digunakan  untuk  penandatanganan  dan  paraf berwarna

biru tua;
c.   tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas,  berwama ungu;

dan
d.  tints stempel yang diguriakan  idntuk Naskah  Dinas bersifat rahasia,

berwama merah.
(2)  Jenis  tinta yang  digunakan  pada  Naskah  Dinas  merupakan  tinta yang

tidak larut oleh air/ tidak luntur atau pjgmeut c!urab7ite.

Ba.gian Keenam
|)arak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 27

( 1)    Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2)    Jarak  spasi  pada  Naskah  Dinas  selain  Naskah  Dinas  pengaturan  dan
Naskah  Dinas  penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus
memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 28

(1)    Jenis  dan  ukuran  huruf pada  Naskah  Dinas  pengaturan  dan  Naskah
Dinas penetapan yaitu hookman oZc! stgze dengan ukuran  12 |dua belas).

(2)    Jenis dan ukuran huruf pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah
Dinas khusus yaitu Arfciz dengan ukuran  12 (dua belas).

Pasal 29

( 1)    Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa
teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

(2)    Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditulis pada:
a. akhir setiap halaman;
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawali halaman; dan
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.

(3)    Dalam  pembuatan  Naskah  Dinas  dengan  media  rekam  elektronik  tidak
mencantumkan kata penyambung.

(4)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk
Naskali Dinas Perda, Peraluran Bupati dan Keptitusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 30

(1)    Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18
huruf f  pada  kertas  bertujuan  untuk  keserasian  dan  kerapian  dalam   i
penyusunan Naskah Dinas.

(2)    Penentuan  batas atau  ruang tepi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
untuk  Naskah  Dinas  korespondensi  dan  Naskah  Dinas  khusus  diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ruang tepi atas:

1. apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop;
dan

2. apal]iia tanpa hop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari topi
atas kertas;

b.  ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm darn tepi bawah
kertas;

c.   ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
d.  ruang topi kanan palirig sedikit 2 (dua) c.in dari t,epi kaftan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 3 1

(1)    Nomor  halaman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  huruf g  pada
Naskah Dinas menggunakan angka arab/ biasa.

(2)    Nomor  halaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  Naskah
Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian
tengah atas secara simetris.



Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 32

(1)    Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18 huruf h disampalkan
kepada   pihak   yang   bersangkutan   dan   pihak   yang   dianggap   periu
mengetahui isi surat tersebut.

(2)    Tembusan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya
ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada
pejabat ya]'ig diatasnamakan.

(3)    Tembusan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah  Dinasnya
ditandatangani   oleh   jabatan    pimpinan    tinggi    atas   nama   Bupati,
disampalkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

(4)    Tembusan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah  Dinasnya
ditandatangani  oleh jabatan  pimpinan  tinggi  atas  mama  Bupati  berupa
surat tanda tamat pendidikari daii pelatihan, seriifikat, dan piagani tidak
memerlukan tembusan.

(5)    Tembusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   berada  pada  posisi
bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:),
tidak diberi  garis bawah,  serta tidak perlu  menambahkan kata sebagai
laporan, arsip, atau istilah sej€nis.

(6)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Naskah Dinas Perda, Peraturari Bupati dan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 33

(1)    Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18 huruf i ditandatangani
oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.

(2)    Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki  lebih  dari  satu  halaman,  halaman  berikutnya  diberi  nomor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1).

(3)    Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana. dimaksud pada ayat (2) bahwa
naskah  diiias Perda+  PeTaturan  Bupati  dan  Keputusan  Bupati>  da_lam  hal
lampiran  yang  memiliki  lebih  dari  satu  halaman,  halaman  berikutnya
tidak diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan. dan Stempel

Pasal 34

Paraf,  tanda  tangan,  dan  stempel  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18
huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 35

(1)    Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan tanda tangan
singkat   sebagai   bentuk   pertanggungjawaban   atas   muatan   materi,
substansi, redaksi, dan pengetikan.



(2)    Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

(3)    Naskah  Dinas  yang  konsepnya  dibuat  oleh  pejabat  dibawah  pejabat
penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.

(4)    Naskah    Dinas    yang    konsepnya    dibuat    oleh    pejabat   yang    akan
menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

(5)    Fitur  paraf dalam  media  rekam  elektronik,  berbentuk  catatan  riwayat
Naskah  Dinas  dalam  basis  data  sebelum  dilakukan  penandatanganan
oleh pejabat yang berwenang.

(6)    Pembubuhan   paraf   pada   Naskah   Dinas   penugasan   berupa   surat
perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 36

(1)    Paraf hierarki  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (2)  huruf a
merupakan paraf pejabat sesnai jenjang jabatari yang dibu'butikan dalam
bentuk matriks.

(2)    Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Bupati,   Wakil   Bupati,   Sekretaris   Daerah,   Asisten,   Sekretaris   DPRD,
Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Camat harus diparaf terlebih
dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

(3)    Paraf    hierarki    pada    Naskah    Dinas    penugasan,     Naskah    Dinas
korespondensi,  dan  Naskah  Dinas  khusus  ditempatkan  pada  lembar
terakhir.

Pasal 37

(1)    Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b
merupakan  paraf pejabat  sesuai  substansi  tugasnya  atau  pejabat  lain
yang terlibat pada masing-masing unit kelja yang berbentuk matriks.

(2)    Naskah Dinas yang materinya sating berkaitan antar unit kelja,  diparaf
oleh unit pengolah dan nnit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh    `
pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 38

(1)    Pemberian  tanda  tangan  pada  Naskah  Dinas  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  34  berfungsi  sebagai  alat  autentikasi  dan  verifikasi  atas
identitas   penanda   tangan   serta   keautentikan,   keterpercayaan,   dan
keutuhan informasi.

(2)    Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
a. tanda tangan basah; atau
b. Tanda Tangan Elektronik.

(3)    Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat
(2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 39

( 1)    Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas.

(2)    Tanda Tangan Elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam elektronik.



Pasal 40

( 1)    Penulisan mama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturari
dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.

(2)    Penulisan mama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan,
Naskah Dinas korespondensi,  dan Naskah Dinas khusus menggunakan
gelar, nomor indu`k pegawai dan pangkat/. golongan.

(3)    Dikecualikan dari ketentuan sebaga.imana dimaksud pada ayat (2), untuk
Naskah Dinas piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan tidak menggunakan gelar.

(4)    Dikecualikan   dari   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
penulisan nana penanda tangan untuk pejabat Bupati, Wakii Bupati, dan
Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar,  nomor induk pegawai dan
pangkat/golonga.n.

(5)    Penulisan  mama  penanda tangan  untuk  penjabat,  penjabat  sementara,
pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar,
riorrior iriduk pega-wai, daii paiigkal/'goloiigan.

(6)    Penulisan mama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian
Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan
pangkat/golongan.

Pasal 4 1

Pemberian Tanda Tangan  Elektronik pada Naskah  Dinas berlaku  ketentuan
sebagai berikut:
a.  Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode

qujc7c  response  yang  disertai  mama  pejabat  penanda  tangan  dan  mama
jabatan;

b.  Naskah  Dinas  dengan  Tanda  Tangan  Elektronik  didistribusikan  kepada
pihak yang berhak tanpa harus dicetak;

c.  pendistribusian   sebagaimana  dimaksud   dalam  huruf  b  dapat  melalui
aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring;

d.  menggunakan    sertifikat   eiektronik   yang   di'Duat    oieh    penyelenggara
sertifikasi elektronik Indonesia; dan

e.  Tanda  Tangan  Elektronik  tidak  dapat  diberikan  oleh  pejabat  penanda
tangan yang sedang menjalankan cuti.

Pasal 42

( 1)    Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
(2)    Stempel  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  digunakan  pada

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 43

Stempel terdiri atas:
a.  stempel jabatan Bupati;
b.  stempel Perangkat Daerah;
c.   stempel  unit  pelaksana  teknis  Daerah  dan/ata.u  badan  layanan  umum

Daerah; dan
d.  stempel pengamanan Naskah Dinas.



Pasal 44

(1)    Untuk  pengamanan  stempel  Naskah  Dinas  di  lingkungan  Pemerintah
Daerah menggunakan kode rahasia.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanari stempel
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Amplop dan Map

Pasal 45

(1)     Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
a. amplop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2)    Bentuk  amplop  Naskah  Dinas  yang  digunakan  untuk  pendistribusian
Naskali Dirias dengan media fekam kertas berbentuk persegi panjang.

(3)    Ukuran  amplop  yang  digunakan  untuk  pendistribusian  Naskah  Dinas
dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai
dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

(4)    Amplop Naskah Dinasjabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
a mcngguriakan kertas w.arna piitih.

(5)    Amplop  Naskah  Dinas  Perangkat  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

Pasal 46

(1)    Pada  amplop  Naskah  Dinas  harus  dicantumkan  alamat  pengirim  dan
alamat tujuan.

(2)    Ala.mat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
a.  1ambang  negara  berwarna  kuning  emas  dan  nana jabatan,  alamat

yang  dilengkapi  dengan  mama  Daerah  dan  nana  provinsi,  nomor
telepon, faksimile, pos-el, 1aman,  dan kode pos di bagian tengah atas   *
untuk amplop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan

b.  logo Daerah berwama dan mama Pemerintah Daerah, nana Peran8kat
Daerah  yang  bersangkutan,  alamat  yang  dilengkapi  dengan  mama
Daerali  dan  llama  pt.ovinsi;  Tiomor  telepon;  faksimile;  pos-el,  laman,
dan  kode  pos  di  bagian  tengah  atas  untuk  amplop  Naskah  Dinas
Perangkat Daerah.

(3)    Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas perangkat Daerah antara
tulisan  mama  Pemerintah  Daerah  dan  tulisan  mama  Perangkat  Daerah
adalah 3:4 dengan menggunakan huruf Arial.

Pasal 47

(1)    Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18 huruf k terdiri atas:
a. map Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2)    Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan
kebutuhan sesual dengan kepentingan Pemerintah Daerah.



Pasal 48

(1)    Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
( 1 ) huruf a terdiri atas:
a. map Naskah Dinas Bupati; dan
b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.

(2)    Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a
memuat  lambang  negara  berwarna  kuning  emas  dan  tulisan  Bupati
menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan
pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Ketiga Belas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 49

(1)    Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada
format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2)    Penyebutan mama Daerah tidak diteljemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 50

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:
a.    penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
b.    perlakuari teiriadap Naskah Dinas berdasarkari klasifikasi keamanan dai-i

akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
2. pemberian nomor seri pengaman atau secitrftgr prfrrfung.

Pasal 51

:paLL±=sLruanmguk= gLFdna8nagmk=a=£pN=S=:nhamD£±snamse£::: fiTuerdfpaenr:=n:LekNt::±L:kri     *
Dinas.

Pasal 52

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:
a. sangat rahasia;
b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

Pasal 53

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 54

(1)    Hak  akses  terhadap  Naskah  Dinas  yang  berklasifikasi  sangat  rahasia,
rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.



(2)    Hak  akses  terhadap  Naskah  Dinas  yang  berklasifikasi  biasa/terbuka
diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 55

(1)    Naskah   Dinas   dengan   media   rekam   kertas   diberikan   kode   derajat
pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah
Dinas.

(2)    Dalam  hal  Naskah  Dinas  yang  memiliki  klasifikasi  keamanan  sangat
rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 56

Naskah   Dinas   dengan   media   rekam  elektronik  yang  memiliki   klasifikasi
keamanan  sangat rahasia,  rahasia,  dan  terbatas dapat menggunakan  sandi
tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 57

Kode  derajat  klasifikasi  keamanan  dan  akses  diberikan  dengan  ketentuan
sebagai berikut:
a.  Naskah  Dinas  sangat  rahasia  diberikan  kode  `SR'  dengan  menggunakan

tinta wama merah;
b.  Naskah Dinas rahasia diberikan kode `R' dengan menggunakan tinta wama

merah;
c.   Naskah Dinas terbatas diberikan kode T' dengan menggunakan tinta hitam;

dan
d.  Naskah Dinas biasa diberikan kode `8' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 58

Pemberian  nomor  seri  pengarnan  pada  Naskah  Dinas  atau  seou7l.tu p7irltirlg
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk
merijamin keaulentikan dari keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau  seou7itg printing
scbagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58  diatur  sesuai  dengan  ketenfuan
peraturan perundang-undangan.

BABV
PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS

Pasal 60

(1)    Kewenangan     penandatanganan     Naskah     Dinas     merupakan     hak,
kewajiban,  dan  tanggung jawab  yang  ada  pada  seorang pejabat untuk
menandatangar.`.i  Naskah  Dinas  sesuai  der`.gar`.  tugas  dan  kewenangan
pada jabatannya.

(2)    Ketentuan  mengenai  kewenangan  penandatanganan  Naskah  Dinas oleh
Bupati   berlaku   secara   mutatis   mutandis   bagi   penjabat,   penjabat
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati sesual dengan
keteri tu an peratu ran peru ndang-iJ ndLan gael..



Pasal 6 1

Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.      Perda;
b.     Peraturan Bupati;
c.      keputusan Bupati;
d.     instruksi;
e.     suratedaran;
f.      suratdinas;
9.     surat keterangan;
h,     suratizin;
i.      surat perjanjian;
j.      suratperintah;
k.     surattugas;
1.       suratkuasa;
in.    surat undangan;
11.     sui`a`i pei-Iryataan meiaksanakan tugas;
o.     surat panggilan;
p.     notadinas;
q.      1embar disposisi;
r.      pengumuman;
s.      Iaporan;
t.      rekomendasi;
u.     radiogram;
v.      beritaacara;
W.     memo;
•x.      piagam;
y.      sertifikat; dan
z.      surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

Pasal 62

( 1)    Wal{il Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     sura.t keterangan;
c.      suratizin;
d.      suratperimta.h;
e.      surattugas;
f.      surat pernyataan melaksanakan tugas;
9.      notadinas;
h.     1embar disposisi;
i.       1aporan:
j.      rekomendasi; dan
k .     memo,

(2)    Wakil  Bupati  atas  mama  Bupati  berwenang  menandatangani  Naskah
Dinas berupa:
a.     suratedaran;
b.     suratdinas;
c.     surat keterangan;
d.     suratizin;
e.      surat perintah;
f.      surattugas;
9.     surat pernyataan melaksanakan tugas;



h.     notadinas;
i.       Iembar disposisi;
j.      pengumuman;
k.     radiogram;
I.       beritaacara;
in.    piagam; dan
n.     sertifikat.

Pasal 63

( 1)    Sekretaris Daerah berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.      suratizin;
d.     surat perintah;
e.      surattugas;
f.      surat perjarijian;
9.     surat peljalanan dinas;
h.     suratkuasa;
i.      suratundangan;
j.      surat pernyataan melaksanakan tugas;
k.     surat panggilan;
1.       notadinas;
in.    1embar disposisi;
n.     telaahan staf;
o.     pengumuman;
p.      1aporan;
q.     rekomendasi;
r.      surat pengantar;
s.      beritaacara;
t.      notula;
u.     memo;
v.      daftarhadir; dan
w.     sertifikat.

(2)    Sekretaris Daerah atas mama Bupati berwenang menandatangani Naskah      T
Dinas berupa:
a.      keputu§an;
b.     suratedaran;
c.      suratdinas;
d.     surat keterangan;
e.      suratizin;
f.      surat perintah\;
9.      surattugas;
h.     surat perjanjian;
i.      suratundangan;
j.      surat pemyataan melaksanakan tugas;
k.     surat panggilan;
I.       notadinas;
in.    pengumuman;
n.     radiogram;
o.     beritaacara;
p.     pia8am;
q.     sertifikat; dan
r.      surat tanda tamat pendidikan dan pelatiha.n.



Pasal 64

( 1)    Asisten berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     notadinas;
c.      1embar disposisi;
d.     telaahan star;
e.      1aporan;
f.      surat pengantar;
9.      notula;dan
h .      memo.

(2)    Asisten atas nana sekl.etaris Daerah berwenang menandatangani Naskah
Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.      surat perintah;
d.     surattugas;
e.      surat peljalanan dinas;
f.      suratundangan;
9.      surat panggilan;
h.     notadinas;
i.       1aporan;
j.      suratpengantar; dan
k.     daftarhadir.

Pasal 65

Star Ahli Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.  nota dinas;
b.  telaahan staf; dan
c.   1aporan.

Pasal 66

(1)    Kepala  Perangkat  Daerah  berwenang  menandatangani  Naskah   Dinas     +
berupa,
a,      suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.      suratizin;
d.     surat perintah;
e.      surattugas;
f.      surat perjanjian;
9.     surat perjalanan dinas;
h.     suratkuasa;
i.      suratundangan;
j.      surat pernyataan melaksanakan tugas;
k.     surat panggilan;
1.       notadinas;
in.    nota pengajuan konsep naskah dinas;
n.     1embar disposisi;
o.     telaahan staf;
p.     pengumuman;
q.      laporan;
r.      rekomendasi;
s.     surat pengantar;



t.      beritaacara;
u.     memo;
v.     daftarhadir; dan
w.     sertifikat.

(2)    Kepala Perangkat Daerah atas nana Bupati berwenang menandatangani
Naskah Dinas berupa:
a.     keputusan;
b.     suratedaran;
c.     surat keterangan;
d.     surat perintah;
e.      surattugas;
f.      suratundangan;
9,     pengumuman; dan
h.     sertifikat.

(3)    Kewenangan  Kepala  Perangkat  Daerah  untuk  menandatangani  Naskah
Dinas  dalam  bentuk  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf a berupa penetapan dan pengaturan tekflis operasiorial subslansi
instansi.

(4)    Kewenangan  Kepala  Perangkat  Daerah  untuk  menandatangani  Naskah
Dinas dalam bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b hanya terkait pengaturan teknis operasional substansi instansi.

(5)    Untuk  Sckretaris  DPRD  dapat  menandatangani  semua  naskah  dinas
sesuai dengan kewenangan Kepala Perangkat Daerah kecuali sertifikat.

(6)    Khusus   untuk   Kepala   Perangkat   Daerah   yang   membidangi   urusan
pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam,
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas mama Bupati.

Pasal 67

( 1)    Camat berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.      suratizin;
d.     surat perintah;
e.      surattugas;
f.      surat perjanjian;
9.       a+]ratpeJja]anan  dinas;
h.     suratkuasa;
i.      suratundangan;
j.      surat pernyataan melaksanakan tugas;
k.     surat panggilan;
I.       nota dinas;
in.    1embar disposisi;
n.     telaahan star;
o.     pengumuman;
p.      1aporan;
a.     rekomendasi;
r.      surat pengantar;
s.      beritaacara;
t.      memo;dan
u.     daftar hadir.

(2)    Camat  atas  nana  Bupati  berwenang  menandatangani  Naskah  Dinas
berupa:
a.   keputusan; dan
b.   surat edaran.



Pasal 68

Bagian  pada  Sekretariat  Daerah   berwenang  menandatangani
Dinas berupa:

a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.      suratizin;
d.     surattugas;
e.      surat perialanan dinas;
f.      surat pernyataan melaksanakan tugas;
9.     nota pengajuan konsep naskah dinas;
h.     notadinas;
i.       1embar disposisi;
j.      telaahan staf;
k.     1aporan;
I.       beritaacara;
in.    memo; dari
n.     daftarhadir.

(2)    Kepala  Bagian  pada  Sekretariat  Daerah  atas  nama  Sekretaris  Daerah
berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     siirat keterangan; dan
c.      surat perintah.

Pasal 69

( 1)    Sekretaris Perangkat Daerah berwenang menandatangani Naskah Dinas
berupa:
a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.      surat undanga.n;
d.     notadinas;
e.      1embar disposisi;
f.      telaahan star;
g.      laporan;
h.     memo;dan
i.      daftar hadir.

(2)    Se.Kretaris   Perangkat   Daerah   alas   nana   Kepala   Perangkat   Daerah
berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.     surat perintah;
d.     suiat undangai`i;
e.      notadinas;
f.      Iaporan;dan
9.     daftarhadir.

Pasal 70

(1)    Kepala Bidang berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     surat perintah;
b.     notadinas;
c.      1embar disposisi;
d.     teiaahan star;
e.      1aporan;dan
f.      daftar hadir.



(2)    Kepala    Bidang    atas    nana    Kepala    Perangkat    Daerah    berwenang
menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.     surat perintah;
d.     notadinas; dan
e.      daftar hadir.

(3)    Penandatanganan  surat dinas untuk komunikasi eksternal diutamakan
untuk dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

Pasal 7 1

(3)    Kepala      Subbagian/Kepala      Subbidang/Kepala      Seksi      berwenang
menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     notadinas;
b.     telaahan staf; dan
c.      1aporan.

(4)    Kepala  Subbagian/Kepala  Subbidang/Kepala  Seksi  atas  mama  Kepala
Bagian / Bidang berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     surat perintah;
b.     notadinas; dan
d.     daftarhadir.

Pasal 72

(1)    Kepala   Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   berwenang   menandatangani    t
Naskah Dines berupa:
a.      suratdinas;
b.      suratperintah;
c.      surattugas;
d.     surat perjalanan dinas;
e.      suratkuasa;
f.       suratundangan;
9.      surat pernyataan melaksanakan tugas;
h.     surat panggilan;
i.       nota dinas;
j.       1embardisposisi;
k.     telaahan staf;
I.       pengumuman;
in.    Iaporan;
n.     rekomendasi;
o.      beritaacara:
p.      memo;dan
q.      daftarhadir.

(2)    Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  atas  nana  Kepala  Dinas/Badan
berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
a.     suratdinas;
b.     surat keterangan;
c.      surat perintah;
d.     notadinas;
e.     beritaacara;
f.      daftarhadir; dan
9.     suratedaran.



Pasal 73

Pelaksana berwenang menandatangani Naskah Dinas berupa:
e.   nota dinas;
a.  telaahan staf; dan
b.  Iaporan.

Pasal 74

Pejabat fungsional belwenang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pejabat       Pemerintah       Daerah       dapat       melimpahkan       kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.

BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
mum

Pasal 76

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 77

Pengendalian  Naskah  Dinas masuk sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76     +
huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a.   unit pener].rna menindaldanjuti Naskah Dinas yang djterima dengan cara

mengagendaka.n,   mengklasifikasikan   sesuai   dengan   sifat   surat,   dan
mendistribusikan ke unit pengelola;

b.   unit  pengelola  menindaklanjuti  sesuai  dengan  klasifikasi  Naskah  Dinas
dan arahan pimpinan; dan

c.    unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 78

( 1)   Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a.    Naskah  Dinas  keluar  yang  telah  ditandatangani  oleh  pejabat  yang

berwenang  diberi  nomor,  tanggal,  dari  stempel  oleh  unit tata  usaha
pada masing-masing unit kelja; dan



b.    Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit
tata usaha dan unit pengelola.

(2)   Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah a.tau pihak
luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.

(3)   Untuk  mempercepat  penyampaian  tujuan  surat,  dapat  menambahkan
tanda  untuk  perhatian  yang  disingkat  u.p.  diikuti  mama jabatan  yang
menindaklan].uti dibawah nana jabatan yang dituju.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan
Daerah dibidang kearsipan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan
pengawasan  penyelenggaraan Tata Naskah  Dinas di lingkungan  Pemerintah
Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Susunan dan bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), Pasal 9, Pasal  11, Pasal  12 huruf a sa.mpai dengan huruf u, kop, stempel,
amplop,  map,  paraf,  pelimpahan kewenangan naskah dinas,  dan visualisasi
tanda tangan elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,  Peraturan Bupati Kubu  Raya
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita
Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2021  Nomor  47),  dinyatakan  masih
berlaku  sepanja.ng  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan   }
Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku,  Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 63 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten  Kubu  Raya  (Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya.  Tahun  2010
Nomor 63)  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 63 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten  Kubu  Raya  (Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2016
Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

vys



LAMPIRAN
PERATURAN  BUPATI  KU13U  RAYA
NOMOR  3  TAHUN
TENTANG
TATA NASRAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS,  KOP,  STEMPEL, AMPLOP,  MAP,
PARAF,  PBLIMPAHAN  KEWENANGAN NASKAH  DINAS,  DAN  VISUALISASI

TANDA TANCIAN ELEKTRONIK

I.    Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
A.   Naskah Dinas penugasan

1.   Surat perintah

Menimbang

Dasar

Kepada

Unfuk

BUPATI  KUBU  RAYA

SURAT PERINTAH

NOMOR.

Memberi  Perintah

dan seterusnya.

dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

Bupati Kubu Raya,

Mama

Jalan Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561 ) 6729101
Faksim ile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go. id



2.   SuratTugas

Dasar

BUPATI  KUBU  RAYA

SURAT TUGAS

NOMOR.

MEMERINTAHKAN:

Kepada     :   1.    Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan

2.  Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan

Untuk         :      1
2

Nama Tempat, Tanggal

Bupatj Kubu  Flaya,

Nama

Jalan Suped{o,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepen (0561 ) 6729101
Faksimile (0561) 723443,  Laman www.kuburayakab.go.id



8.   Naskah Dinas Korespodensi Internal
1.    NotaDinas

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN..„...
Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon  (0561 ) 6729101

Faksim ile (0561 ) 723443  Laman  setda.kuburayakab.go. id

NOTA DINAS

Yth.
Dari
Tembusan
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Hal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP



2.    Memo

I_____ .-., '   _

BUPATI  KUBU  RAYA

MEMO

Tempat,  Tanggal,  Bulan  dan
Tahun
Bupati  Kubu  Raya,

Nama

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go. id



3.    Disposisi

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN.......
Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561) 6729101

Faksimile (0561 ) 723443  Laman setda.kuburayakab.go.id

Diteruskan kepada Sdr.:

\   I  Dan  seterusnya  ....

Dengan hormat harap:

I Tanggapan dan Saran

1] Proses lebih lanjut

1] Koordinasi/konfirmasikan

Catatan:

Mama Jabatan,

(Paraf dan tanggal)

Nana



C.   Naskah Dinas Korespodensi Ekstemal
Surat Dinas
Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati

Nomor
Si fat
Lampiran
Hal

BUPATI  KUBU  RAYA

Tempat,  Tanggal,  Bulan dan Tahun

Bupati  Kubu  Raya,

Nama

Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561) 6729101
Faksim ile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go. id



Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN„.....
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101

Faksimile  (0561 ) 723443 Laman setda,kuburayakab go.id

Tempat,  Tanggal,  Bulan dan Tahun

Nomor
Si fat
Lampiran
Hal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP



D.   Naskah Dinas Khusus
1.   Instruksi

BUPATI  KUBU  RAYA

INSTRUKSI  BUPATI  KUBU  RAYA

NOMOR....

TENTANG

Dalam  rangka

dengan  ini mengistruksikan:

Kepada               :   1.

Untuk

KESATU
KEDUA
KETIGA            :    dan seterusnya;

lnstruksi  imi  mulai  berlaku  pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan  di  . . .

pada tanggal  ...

Bupati  Kubu  Raya,

Nama

Ja!an Supedie,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksim ile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go.id



2.   Surat Edaran

3.  dan seterusnya

BUPATI  KUBU  RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR......TAHUN....

TENTANG

Ditetapkan  di  ...

pada tanggal  . . .

Bupati  Kubu Raya,

Nama

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go.id



3.   Surat Kuasa

I    A   _    _.

BUPATI  KUBU  RAYA

SURAT KUASA

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama
jabatan
alamat

memberi kuasa kepada

nama
jabatan
alamal

untuk

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,
Nama Jabafan,

Nama
Pangkat
NIP

Tempat,  Tanggal,  Bulan dan Tahun
Pemberi Kuasa,
Bupati  Kubu  Raya,

Nama

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksim ile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.gc>. id



4.    Berita Acara

BUPATI  KUBU  RAYA

BERITA ACARA

Pada   hari   ini ,....,   tanggal   .....,   bulan   .....,   tahun   .... „   kami   masing-

masing:

yang selanjutnya disebut Pihak
Kesatu (memuat nama,  NIP^  pangkat/golongan. jabatan dan alamat)

selanjutnya    disebut    Pihak
Kedua, telah melaksanakan

4.  dan seterusnya.

Berita  Acara  ini  dibuat  dengan  sesungguhnya  dalam  rangkap
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Nama
Pangkat/ Golongan
NIP

L

Dibuat  di  ...

Pihak Kesatu
Bupati  Kubu  Raya,

Nama

Mengetahu I/ Mengesahkan
Nama Jabatan,

Nama
Pangkav Golongan
NIP

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go.id



5.   Surat Keteranga.n

BUPATI  KUBU  RAYA

SURAT KETERANGAN

NOMO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama
jabatan Bupati Kubu  Raya

dengan  ini menerangkan bahwa:

nama
NIP

pangkat/golongan
jabatan
dan seterusnya

Tempat,  Tanggal,  Bulan dan Tahun
Bupati  Kubu Raya,

Nama

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go.id

_ _.. _I__I



6.   Surat pengantar

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN....„.
Jalan Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon  (0561 ) 6729101

Faksimile (0561) 723443  Laman,  setda.kuburayakab.go id

Tempat,  Tanggal,  Bulan dan Tahun

SURAT PENGANTAR

NOMOR:

I        No. I   Naskah Dinas/Barang 11Bk

yang  Dikirimkan
anya  nya Keterangan

Diterima tanggal
Penerima
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/ Golongan
NIP

Nomor telepon .....

Pengirim
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/ Golongan
NIP



7.   Pengumuman

BUPATI  KUBU  RAYA

PENGUMUMAN

NOMOR:  ...

TENTANG

Dikeluarkan di

pada tanggal

Bupati Kubu Raya,

Nama

Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon  (0561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www. kuburayakab.go.id



8.   Laporan

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN..„„.
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561) 6729101

Faksimile (0561 ) 723443 Laman setda.kuburayakab.gc).id

Pendahuluan

1.  Umum/latar belakeng

2.  Landasan  Hukum

LAPORAN

TENTANG

3.  Maksud dan Tujuan

8.    Kegiatan yang dilaksanakan

C.    Hasil yang dicapai

D,    KesimpLIlan dan saran

E.    Penutup

Dibuat di

pada tanggal  ..

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP



9.   Telaahan star

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN.,...I.
Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561 ) 6729101

Faksimile (0561 ) 723443 Laman setda.kuburayakab,go  id

TELRAHAN STAF

Yth

Dari

Tanggal

Nomor

Lampiran

Hal

I.      Persoalan

11.     Praanggapan

Ill.   Fakta-fakta yang mempengaruhi

lv.   Analisis

V.     Kesimpulan

Vl.   Saran

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Go!oi-igan
NIP



10. Notula

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN„.....
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101

Faksimile (0561 ) 723443  Laman setda.kuburayakab.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat
HariITanggal
Surat undangan
Waktu Sidang/Rapat
Acara

Pimpinan Sidang/ Rapat
Ketua
Sekretaris
Pencatat
Peserta Sidang/Rapat

Kegiatan Sidang/Rapat

2. dan seterusnya;

dan seterusnya;

2.  dan seterusnya;

(Disesuaikan dengan kondisi kegiatan sidang/rapat)

Pimpinan Sidang/Rapat
Mama Jabatan,

Nana
Pangkat/ Golongan
NIP



1 1. Surat Undangan
r______I.  _              _. __         _

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN..„...
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon  (0561 ) 6729101

Faksimile (0561 ) 723443  Laman  setda.kuburayakab.go id

Tempat, Tanggal,  Bulan dan Tahun

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Undangan

hari/tanggal
waktu
tempat
acara

Tembusan:



12. Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas

PEMERINTAH  KABuPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN.......
Jalan Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu  Raya 78391,  Telepon (0561 ) 6729101

Faksimile (0561 ) 723443 Laman setda.kuburayakab.go.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMO

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Dengan  ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Yang diangkat berdasarkan  Keputusan
Tahun tentang

telah  nyata menjalankan tugas sebagai

Nomor

Demikian  surat  pernyataan   melaksanakan  tugas  ini  saya  buat
dengan    sesungguhnya   dengan    mengingat   sumpah   jabatan/pegawai
negeri  sipil  dan  apabjla  dikemudian  hari  isi  surat  pernyataan  ini  ternyata
tidak  benar  yang  berakibat  kerugian  bagi  negara,  maka  saya  bersedia
menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal,  Bulan dan Tahun
Nama Jabatari,

Name
Pangkat/Golongan
NIP



13. Surat Panggilan

Nomor
Si fat
Lampiran  :  ..
Hal                :  Panggi[an

BUPATI  KUBU  RAYA

Tempat,  Tanggal,  Bulan dan Tahun

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor

hari

tanggal

pukul
tempat
menghadap
kepada
alamat
untuk

Demikian     untuk     dilaksanakan     dan     menjadi

perhatian sepenuhnya.

Bupati Kubu  Raya,

Nama

Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon  (0561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go. id



14. Surat Izin

Dasar          :  a.

b.

Kepada

Nama

Jabatan

Alamat

Ditetapkan  di  ...

pada tanggal  ...

Bupati Kubu Raya,

Nama

BUPATI  KUBU  RAYA

SURAT IZIN

NOMOR

MEMBERI  IZIN:

Jalan Supadio,  Sungai Ray'a, Kubu Raya 78391, Telepofi (C561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab go.id



Contoh Surat Izin Perangkat Daerah

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN.......
Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561 ) 6729101

Faksimile (0561) 723443 Laman,  setda.kuburayakab.go id

SURAT IZIN

NOMOR.

c.   dan seterusnya

MEMBERI  IZIN:

Dasar

Kepada

Nama

Jabatan

Alamat

Untuk

Nama Jabatan  ....

Nama
Pangkat/Golongan
NIP



15. Rekomendasi

BUPATI  KUBU  RAYA
REKOMENDAsl  ...

NOMOR

a.  Dasar
b.  Menimbang

Bupati Kubu  Raya,  memberikan rekomendasj kepada:
a.  Nama/Obyek
b.  JabatanITempat/ldentitas

Untuk:

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Tempat,  Tangga!,  Bu±a_n dan
Tahun
Bupati  Kubu  Raya,

Nama

Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon  (0561) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman wvlrw kuburayakab.go  id



16. Radiogram

BUPATI  KUBU  RAYA

FORMULIR  BERITA

Registrasi  No:  ..,

KLASIFIKAsl      :   SEGERA
Nomor

AAA TTK

888 TTK

CCCTTK       DUMTTKHBS

TTK DUA

TTK KMA

lTK KMA

I__._



Ji'

•=/



iE=



18 . Sertirikat

Nana    ;

NIP

I nstansi :

BUPATI  KUBU  RAYA

SERTIFIKAT
Nomor:

Diberikan kepada

sebagai

Atas partisipasinya dalam  .
..   dari   ........  tanggal

..  yang diselenggarakan oleh
s.d  ........  bertempat  di

Tempat, Tanggal,  Bulan dan Tahun
Bupati  Kubu  Raya,

Nama

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksimlle (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab.go id

___I



19. Piagam

BUPATI  KUBU  RAYA

PIAGAM PENGHARGMN

Diberikan kepada

Nama
TempatITanggal lahir
NIP/NRP

Jabatan
lnstansi

`_1

Tempat.  Tanggal,  Bulan dan Tahun
Bupati Kubu Raya,

Nama

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561 ) 6729101
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman ww\^r kuburayakab go id



11.    KOP NASKAH  DINAS
A.   Kop Naskah Ulnas Jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:
a.   Lambang negara berwama kuning emas ukuran 2,5 cm simetris

di   bawahnya   bertuliskan   BUPATI   KUBU   RAYA   atau   WAKIL
BUPATI  KUBU  RAYA,  dengan huruf Arial  12,  dan ditempatkan
di bagian tengah atas, serta alamat yang diiengkapi dengan mama
kabupaten dan nana provinsi, nomor telepon, nomor faksimile,
laman,  pos-el,  dan kode pos dengan menggunakan huruf Arial
berukuran   10   ditempatkan  di   bagian   tengah   bawah   untuk
naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.•u.   Dalam  liai  naskah  dirias  yalig  diLandaiangarii  oleh  Sckrelaris

Daerah  atas  mama  Bupati,  menggunakan  Kop  Naskah  Dinas
yang  memuat  Lambang  Negara  berwama  kuning  emas  dan
tulisan KABUPATEN KUBU RAYA yang ditempatkan pada bagian
tei^Lgah atas secara sime'Li.is.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati

BUPATI  KUBU  RAYA

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561) 6729101
raksiri-,i}e (C561 ) 723443,  'Lariian .v¢-v'rv.v' kuburay.akab.gct  id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

WAKIL BUPATI  KUBU  RAYA

L
Ja!an Supad;c,  Si!r,gal  P`e.,ia,  r`ub.j P`a}.a ?8391,  Tel,epor! (C)561 ) 6729101,

Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www kuburayakab go id



Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas mama Bupati

KABUPATEN  KUBU  RAYA

Jalan  Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561) 6729101,
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.kuburayakab go.id

_                       -_                      -                                                                                             _

8.   Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
a.   Perbandingan  huruf  pada  Kop  Naskah  Dinas  antara  tulisan

nana Pemerintah Daerah dan tulisan mama Perangkat Daerah
adalah 3 :4 menggunakan huruf Arial

b.   Penulisan mama Perangkat Daerah ditebalkan apozcJ/
c.    Logo Belwama

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

Faksimile (0561 ) 723443,  Laman setda.

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu  Raya 78391,  Telepon  (0561 ) 6729101

kuburayakab.gc>.id

Arial  12
Arial  16

Arial  10

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

DINAS/BADAN............
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561) xxxxxx,

Faksimile xxxxxx,  Laman www.setda.kubura

Arial  12
Arial  16

Arial  10

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

KECAMATAN....„„„„
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391  Telepon (0561 ) xxxxxx

Faksimile (0561 ) xxxxxx, Lamanww\^r.setda.kuburaya.go.id

Arial  12

Arial  16

Arial  10

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA
DINAS  ..

UPTD

Arial  12
Arial  12

Arial  16
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561) 6729101,     Arial  10

Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www. setda.kuburaya.go. id

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA
DINAS  PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN

SD NEGERl 1  SUNGAI RAYA

Arial  12

Arial  16

Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (o561) 67291ol,     Arial  10
Faksimile (0561 ) 723443,  Laman www.setda.kuburaya.go.id



PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA
DINAS  PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN

Arial  12

SMP NEGERI  1  SUNGA|  RAYA                 Arial 16
Jalan Supadio,  Sungai Raya,  Kubu Raya 78391, Telepon (0561) 6729101,   Arial  10

Faksimile (0561 ) 723443,  Laman,  www.setda.kuburaya.go.id

Ill.  Stempel Naskah Dinas
A.   Bentuk/ukuran stempel

1.   Stempel   jabatan   Bupati   berbentuk   lingkaran   berisi   mama
jabatan, mama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang
negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
a.   ukuran garis tengah  lingkaran  luar stempel jabatan adalah

4cm;
b.   ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah

3,8cm; dan
c.   ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah

2,7cm.
~  .-----   1,        .`      `   ,`,-1`.-)

2.   Stempel  Perangkat  Daerah  berbentuk  lingkaran  berisi  nana
"PEMERINTAH  KABUPATEN", "KUBU RAYA", da.n menggunakan

logo Daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
a.   ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah

4cm;
b.   ukuran   ga.ris   tengah   lingkaran   tengah   stempel  jabatan

adalah 3,8cm; dan
c.    ukuran  garis  tengah  lingkaran  dalam  stempel  Perangkat

Daerah adalah 2,7cm
I-------.. £ = e.-.I .2`. I 3£_-i-. Pr= .L.I i .=  .'-..i-i= : 1:9`-_  Li :.L=



3.   Stempel unit pelaksana teknis  dinas dan/atau  badan  layanan
umum  Daerah  berbentuk  lingkaran  berisi  mama  Pemerintah
Daerah,  nama  Perangkat  Daerah  dan  nana  unit  pelaksana
teknis  dinas  dan/atau   badan  layanan  umum  Daerah  yang
bersangkutan dan menggunakan logo Daerah dengan pembatas
tanda bintang, dengan ukuran:
a.   ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana

teknis dinas dan/atau badan layanan umum Daerah adalah
4cm;

b.   ukuran    garis    tengah    lingkaran    tengah    stempel    unit
pelaksana  teknis  dinas  dan/atau  badan  layanan  umum
Daerah adalah 3,8cm; dan

c.    ukuraln  garis  tengah  lirigkaran  dalam  stempel  Perap^gkat
Daerah adalah 2,7cm

Contoh stempel unit pelaksana teknis Daerah dan badan layanan
umum Daerah

Contoh stempel sekolah



4.   Stempel Pengamanan Naskah Dinas.
Stempel pengamanan  Naskah  Dinas digunakan  sesuai dengan
tingkat  keamanan  surat  dan  dicap  pada  sebelah  kanan  atas
amplop   Naskah   Dinas.   Jika   surat  tersebut  disalin,   stempel
tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang gama
dengan  warna  stempel  pada  surat  asli.  Stempel  pengamanan
Naskah  Dinas  berbentuk  persegi  panjang,  berukuran  panja.ng
5cm, 1ebar 1  cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA RAHASIA

5.   Ketentuan stempei.
a.   Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah

Bupati.
b.   Pejabat   yang   berhak   menggunakan   stempel   Perangkat

Daerah  adalah  kepala  Perangkat  Daerah,  kepala  lembaga
laii-inya, dai-I kepala uriit pelaksai-ia tekriis dinas.

c.    Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel  jabatan   dilakukan   oleh   unit   yang   membidangi
urusan    ketatausahaan    pada    Sekretariat    Daerah    dan
Sekretariat DPRD.

d.    Kc'vi'€rLan8ari perLyiifLpariari dan tarLggurig jav,tab pcrigguriaarL
stempel    Perangkat    Daerah    dilakukan    oleh    unit   yang
membidangi    urusan    ketatausahaan    pada    sekretariat
Perangkat Daerah.

e.    Penunjukkan  pejabat  pemegang  dan  penyimpan   stempel
ditetapkan den.gaLnL keputusaLnL kepala Perarigkat Daerah.

f.    Bagian  Umum  Sekretariat  Daerah  bertanggung jawab  atas
pengadaan stempel.

IV.  Amplop

A.   Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Jabatan

=J#:i

BUPATI  KUBU  RAYA
Jalan Supadio, Sungai Raya Kubu Raya  78391  Telepen (0561 ) 6729101

Fatsimile (0561 ) 723443. Laman v^rm/ kuburayafab go,id

Kepada

Yth.  MBnteri  Dalam  Negen

dl-

Jakarta

a.   Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah



V.   Map
A.   Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Bupati

a.   Bentuk   dan   susunan   map   Naskah   Dinas   jabatan   pimpinan
Perangkat Daerah / setara jabatan pirnpinan tinggi.

n~, `

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA
SEl{RETARIS 0AERAH

C.   Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.



VI.  Paraf
A.   Para± hierarki

Contoh paraf hierarki

PARAF  HIERARKl

KEPALA DINAS/JABATAN  PIMPINAN
TINGGI  PRATAMA

KABAG/ADMINISTRATOR/JF

RASUBAG/PENGAWAS/JF

PELAKSANA

8.   Paraf koordinasi
Contoh paraf koordinasi

PAF{AF  KOORDINAsl

JABATAN  PIMPINAN TINGGI  PRATAMA

JABATAN  PIMPINAN TINGGI  PRATAMA

JABATAN  PIMPINAN TINGGI  PRATAMA

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan
A.   Kewenangan Penandatanganan

i.   kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar
in stansi           Pemerin tah           Daerah           yang           bersifat
kebijakan/keputusan/arahan berada pada Bupati.

2.   kewenangan  untuk menandatangani  Naskah  Dinas yang tidak
bersifat                   kebij akan / keputu sam / arahan                   dapat
diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekl`etaris Daerah atau pejabat
lain yang diberi kewenangan.

3.   penyerahan/pelimpahan  wewenang  penandatanganan  Naskah
Dinas   dalam   susunan   surat   oleh   atasan   kepada   pejabat
dibawahnya dilaksanakan sebagal berikut:
a.  Sekre`taris       Dael-al-I       dapat       men]ipeioieh       peliI-ripalian

kewenangan  dan  penandatanganan  Naskah  Dinas  tentang
rencana  strategis  dan  operasional,  termasuk  kegiatan  lain
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

b.  Jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  pada  Perangkat  Daerah
dapat  mempei-oleh  penyerahan/'pelimpahan  weweiiang  dai-i
penandatanganan   Naskah   Dinas   yang   berkaitan   dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

c.   Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

8.   Pelimpahan Kev,renar.gan
1.    Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas   nana,   yang   disingkat   a.n.,   dipergunakan   jika   yang
belwenang    menandatangani    surat/dokumen    melimpahkan
kepada pejabat di bawahnya.  Persyaratan yang harus dipenuhi
sebEigal berikut:
a.   Pelimpahan   wewenang   tersebut   dalam   bentuk   tertulis,

khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali
Naskah Dinas yang sifatnya administrasi;



b.   Materi  wewenang  yang  dilimpahkan  benar-benar  menjadi
tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

c.    1anggung  jawab  sebagai  akibat  penandatanganan  Naskah
Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Supadio,  Sungai  Raya,  Kubu Raya 78391,  Telepon (0561) 6729101

Faksimile (0561 ) 723443 Laman,  setda kuburayakab.go id

Tempat,  Tanggal,  Bulan dan Tahun

a.n.Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi  Umum,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Undangan

hari/tanggal
waktu
tempat
acara

Tembusan:
Sekretaris Daerah

2.    Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)
Untuk beliau, yang disingkat u.b. , digunakan jika yang diberi kuasa
rricmbcri kuasa lagi kepada pejabat satu tirLgkat dibawahnya, LTntuk
beliau  (u.b.)  digunakan  setelah  ada atas  nana  (a.n.).  Pelimpahan
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk



beliau   (u.b.)   hanya   sampal   pada   pejabat   dua   tingkat   eselon
dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagal
berikut:
a.   Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat

struktural di bawahnya;
b.   Materi  yang  ditandatangani  merupakan  tugas  dan  tanggung

jawabnya;
c.    Da.pat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat

pengganti; dan
d.   Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.
Contoh:

a.n. Bupati Kubu Raya
Sekretaris Daerah,

u.b.

Iliiiiiiiill

Kepala Bagian Organisasi

(tanda tangan)

Nana
Pangkat/Golongan
NIP

3.   Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan struktural.
Plt.  jabatan   struktural  memiliki  kewenangan  penandatanganan
Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertariggung jawab
atas Naskah Dinas yang ditandatangani olehnya.
Contoh  penulisan  sebutan  Plt.  dalam  penandatanganan  Naskah
Dinas.

Pit. Kepala Dinas Lirigkungan Hidup,

(tanda tangan)

Nana
Paflgkat (Golongan,' ruang)
NIP

4.  Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
Plh.   .Jabat.an   `strukti.]ral   memi.1iki   kewenangan   penandatanganan
Naskah  Dinas  sesuai  dengan  tugas  yang  diberikan  oleh  pejabat
definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat
strategis  yang  berdampak  pada  perubahan  status  hukum  pada
aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Contoh  penulisan  sebutan  Plh.  Dalam  penandatanganan  Naskah
Dinas.

Plh. Sekretaris Daerah ,

(tanda tangan)

Nama



5.   Penggunaan pejabat (H.)
Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah
Dinas untuk Bupati.

H.. Bupati Kubu Raya,

(tanda tangan)

Nama

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah
Dinas untuk Sekretaris Daerah.

i  Fj. Sekretaris Daerah,

(tamda tangan)

Nana
L_

VIII.    Tanda Tangan Elektronik
Contoh format Tanda Tangan Elektronik pada aplikasi umum bidang
kearsipan dinamis.

Nana Jabatan,

[¥g=g±(Golongan

Diundangkan di Sungai Raya
pada t
SEKR

YUSRA
BERITA

ggal  . .?4 . . ag.nt+.gf.i. . .a.a ci4
RIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NIZAM
ERAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA TAHUN  ..?9.?.+.  NOMOR  ..... 3


